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ABSTRAK 

 

PEMBAGIAN HARTA SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA  

(Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  

Kabupaten Lampung Tengah) 
 

Oleh: NITA SUGIARTI 

 

 

Proses pemberian barang harta benda oleh orang tua kepada anaknya 

seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup.  Harta 

pemberian merupakan suatu bentuk kasih sayang dan pemupukan tali 

silaturahmi antara orang tua kepada anaknya. Akan tetapi dalam prakteknya 

masih banyak menimbulkan permasalahan khususnya terhadap harta 

pemberian semasa hidup tersebut.  Pemberian harta yang dilakukan semasa 

hidup oleh orang tua terkadang pada saat orang tua meninggal dunia menjadi 

masalah diantara para ahli warisnya khususnya bagi para ahliwaris yang 

tidak mendapatkan harta pemberian dari orang tuanya. Keadaan demikian itu 

tentunya tidak selaras dengan maksud dari harta pemberian yang 

sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pembagian waris sebelum 

meninggal di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur? 2) Bagaimana analisis 

tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris 

meninggal dunia?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel 

research) dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian 

secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek 

penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data 

primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, verifikasi 

dan penegasan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah, 1) Pembagian harta waris sebelum 

muwaris meninggal didasarkan prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas 

menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya 

berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih 

sayangnya kepada anak-anaknya, dn untuk menghindari persengketaan yang 

ada dikemudin hari. 2) Hukum kewarisan Islam menentukan banyaknya yang 

diterima oleh masing-masing ahli waris, ada perbedaan dari ahli waris laki-

laki dan ahli waris perempuan, sedangkan dalam hukum adat yang dianut 

oleh di Desa Nunggal Rejo yaitu sistem kewarisan bilateral tidak membeda-

bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing 

mendapat harta warisan sesuai kebutuhannya. 



. 

 

 

  



MOTTO 

 
  

 

                        

                          

         

Artinya:   Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2014), , h.483 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan 

mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. 

Teruatama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab 

maupun dalam arti lingkungan. Setiap mahluk pasti mati. Tiada orang 

yang mengetahui kapan dia mati karena kematian merupakan salah satu 

yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun 

dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu 

maut menjemput. 

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti 

dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir 

dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi 

permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan 

meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan 

cara hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, 

hukum yang diterapkan dalam penyelesaian harta warisan.2 

 

Hukum atau aturan yang mengatur hubungan sesama manusia 

yang ditetapkan Allah salah satunya adalah aturan tentang harta warisan, 

yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu 

kematian.3 Harta warisan dalam kitab fiqih biasa disebut tirkah, yaitu 

                                                           
2 Suryati, “Keadilan dalam Hukum Waris Islam” , dalam 

www.portalgaruda.org  diunduh pada 30 Agustus 2018. 
3 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai 

Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2. 

http://www.portalgaruda.org/


apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta 

secara mutlak yang dimiliki oleh muwaris. 

Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang 

menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan 

yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi, 

disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun 

bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.4  

Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia 

memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa 

jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya, serta diatur pula 

berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. 

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan 

hukum warisan tersebut tidak harus  menunggu karena adanya sengketa 

perkara waris, tetapi seyogianya ingin dapat melaksanakan ketentuan 

hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam, 

mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama 

Islam.5 

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur’an, 

dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan 

pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. 

Pembagian harta waris dan menentukan siapa yang berhak menerimanya 

                                                           
4 Ibid, h. 57. 
5 Suryati, “Keadilan dalam Hukum Waris Islam, 30 Agustus 2018. 



serta jumlah yang diterima oleh ahli waris dari seorang yang meninggal 

dunia. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat An-

Nisaa’ ayat 7 yaitu, sebagai berikut: 

                      

                    

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (Q.S. An-

Nisaa’: 7).6 

Berdasarkan penjelasan surat An-Nisaa’ di atas sudah jelas bahwa 

bagaimana pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Setelah mengetahui pembagian yang sudah tertera di atas, ahli waris 

harus menjalankan kewajibannya terhadap muwaris sebelum menuntut 

haknya.  

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa kewajiban 

yang harus ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris 

adalah biaya perawatan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan hutang, 

dan pelaksanaan wasiat.7 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009) , h. 78. 
7 Suhairi, Hukum Waris Islam, (Metro: CV. Dviva, 2015) , h. 55-60. 



Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 

poin d dan e dinyatakan bahwa:  

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 

yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.8 

 

Proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli ahli waris 

terhadap harta warisan yang ditinggal oleh pewaris, telah dijelaskan 

secara rinci dan sangat jelas di dalam al-Qur’an. Proses waris mewarisi 

antara pewaris dan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan 

oleh pewaris, ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi yang disebut 

sebagai rukun-rukun atau unsur-unsur terjadinya proses waris mewarisi 

atau proses terjadinya perpindahan harta warisan  harus terpenuhi tiga hal 

pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal 

pokok inilah yang membedakan proses perpindahan harta seseorang 

kepada orang lain dalam bentuk perpindahan selain perpindahan dalam 

bentuk kewarisan. 

Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara 

otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia 

(pewaris) akan berpindah kepada para orang-orang yang masih hidup 

yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan. 

Indonesia terdiri dari berbagai macam macam suku budaya yang 

berimplikasi pada kehidupannya berbagai sistem waris adat. 

                                                           
8 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam poin d dan e. 



Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut 

susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan 

parental/bilateral. Aplikasi penyelesian hukum waris memiliki 

bentuk pembagian harta melalui sistem tradisi seperti halnya 

dalam praktek pembagian harta warisan adat jawa. 9 

 

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang 

benar jika masalah yang dibicarakan dari sudut hukum waris Islam atau 

hukum waris KUH Perdata. Tatapi jika dilihat dari sudut hukum adat 

maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi 

perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada pewaris. 

“Perbuatan pengalihan harta sebelum pewaris wafat (Jawa, Lintiran) 

dapat terjadi dengan penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan 

atas bendanya oleh pewaris kepada waris.10 

Sedangkan hukum waris adat diatur menurut susunan masyarakat 

adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. 

Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama 

melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing.11 Dalam 

hukum waris tersebut ditentukanlah yang menjadi ahli waris, dan yang 

berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut. 

Berdasarkan Pra-survei kepada Bapak Sutatmoko selaku Kepala 

Kampung di Desa Nunggalrejo, 13 Maret 2019, bahwa terdapat sebagian 

keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai 

                                                           
9 Anggita Vela, “Pembagian Waris pada masyarakat Jawa Ditinjau dari 

Hukum Islam dan Dampaknya” dalam As-Salam, Vol. IV, No.2, Th. 2015. h. 68.  
10 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2003), h. 8-9. 
11 Ibid, 10 



hukum waris Islam. Dan ada pula yang tidak memakai hukum waris 

Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta warisannya menggunakan 

kesepakatan atau musyawarah dalam keluarga tersebut. Dimana pada 

pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan masalah dan 

ada juga yang tidak menimbulkan masalah, tujuannya dari muwaris ialah 

dalam pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia 12 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Nunggalrejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Terjadinya pembagian harta sebelum muwaris 

meninggal. Bahwasannya tradisi saling mewarisi bukan lagi hal yang 

asing bagi masyarakatnya. Tetapi jika dikaji dalam hukum Islam tradisi 

ini merupakan tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam, karna telah di 

atur jelas dan rinci tentang pembagian harta warisnya.  

Membicarakan tentang pembagian harta sebelum 

pewaris/muwaris meninggal, dikembalikan lagi pada pewaris yang 

melakukan pembagian harta warisan sebelum ia meninggal dunia dan 

dibagikan secara merata, dengan alasan tidak menginginkan adanya 

perselisihan diantara ahli warisnya. Adat mempengaruhi sistem 

pembagian harta tersebut, dimana masyarakat Desa Nunggalrejo ini 

terbagi menjadi dua bagian suku yang memiliki perbedaan suku yang 

saling baik hubungannya. 

                                                           
12 Pra-Survei Bapak Sutatmoko selaku Kepala Kampung di Desa 

Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Maret 2019 



Observasi tanggal 23 April 2019 yang dilakukan di Desa 

Nunggalrejo terdapat permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya 

muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan 

tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah dalam pembagian 

harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia agar muwaris dapat 

mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak 

akan terjadi permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya.13 

Kaitannya dengn waris sebelum muwaris meninggal dapat 

dikatakan hibah, hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul 

dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta 

tanpa imbalan, hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, 

pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan, masing-

masing dari ini semua memiliki syarat-syarat. 

Sedangkan pendapat lain bahwa ada pembagian waris secara 

hibah ketika si pewaris masih hidup warisannya sudah dibagikan ahli 

waris dan ketika si pewaris meninggal sudah tidak ada pembagian waris 

lagi, kecuali harta peninggalan yang diwariskan masih ada.14 

Hampir setengah dari masyarakat Desa Nunggalrejo ini yang 

bersuku sunda. Dalam penelitian  ini, penelitian pada pembagian harta 

yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia oleh sebagian 

                                                           
13 Observasi di  Desa Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah Tanggal  23 

April 2019 
14 Wawancara dengan kepala Desa Bapak Sutat Moko di Kantor Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah  tanggal 9 

September 2019 



masyarakat bersuku sunda di Desa Nunggalrejo. Sistem pembagian ini  

dianut untuk menghindari perselisihan diantara anaknya dan dilakukan 

dengan adil. Berbagai macam mayarakat juga yang melakukan 

pembagian harta sebelum neninggal. Ada masyarakat yang sebenaranya 

tau akan hukum Islam ada juga yang memang tidak menggunakan aturan 

Agama Islam yang telah ditetapkan Allah SWT.  

Adapun permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya 

muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan 

tersebut. Tetapi setelah pembagian harta dilakukan sebelum meninggal, 

yang terjadi ialah berdampak buruk bagi pewarisnya. Bahkan saat 

pewaris sudah meninggal, masih meninggalkan peselisihan dan tidak 

terjalin silaturahmi yang baik antara ahli warisnya sampai yang 

melibatkan pihak ketiga yaitu LBH (Lembaga Bantu Hukum) untuk 

menyelesaikan perselisihannya.  

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tentang pembagian harta yang terjadi di Desa Nunggalrejo 

tersebut. Sehingga peneliti tertarik mengkaji masalah ini dengan 

mengambil judul “Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal 

Dunia (Studi Kasus Masyarakat di Desa Nunggalrejo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah). 

 

 



B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti 

menyusun suatu petanyaan penelitian, yaitu:  

1. Bagaimana pembagian waris sebelum meninggal di Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur? 

2. Bagaimana analisis tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian 

harta sebelum pewaris meninggal dunia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian yaitu:  

1. Untuk mengetahui pembagian waris sebelum meninggal di Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur. 

2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum waris Islam terhadap 

pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu 

hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris mengenai 

pembagian harta warisan. Dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang pembagian waris sebelum meninggal di 



Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur khususnya dalam bidang 

hukum waris mengenai pembagian harta warisan. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan  

secara teoritik mengenai pembagian waris sebelum meninggal di 

Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dan menambah referensi penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua 

pihak mengenai realitas faktual tentang pembagian waris 

sebelum meninggal dunia di Desa Nunggalrejo Kecamatan 

Punggur. 

b. Penelitian ini berguna bagi pengetahuan praktis untuk 

memberikan sebuah solusi dan gambaran kepada masyarakat 

bahwa dalam pembagian warisan memiliki dampak yang positif 

bagi masyarakatnya warisan tersebut menjadi sah dan kepastian 

hukum yang sesuai dengan kaidah kemaslahatan bagi 

masyarakat. 

c. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan  

mengenai pembagian waris sebelum meninggal dunia, selain itu 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan 

akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 



E. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang 

telah lalu. Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. 

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.15 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengutip penelitian yang 

terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian 

relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Siti Mu’arifatul Marlina dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti 

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.16 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu’arifatul yaitu jenis 

penelitian ini adalah Fiel research bersifat dekriptif, Mahasiswi 

STAIN Jurai Siwo Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Lulus 

tahun 2004. Peneliti ini lebih menfokuskan pada Pembagian harta 

warisan yang dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan dan 

terjadi perselisihan sebelum dibagikan harta waris tersebut. Sehingga 

                                                           
15 Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN 

Metro Tahun 2018),  h. 39. 
16 Siti Mu’arifatul Marlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta 

Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi S1, 

(Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2004). 



pewaris membagikan harta warisan tersebut sebelum meninggal 

dunia untuk menghindari perselesihan diantara ahli warisnya. 

2. Nurjannah, dengan judul Skripsi, Pembagian Harta Sebelum Orang 

Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau 

Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Caile Kecamatan 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)””.17   

Peneliti ini lebih menfokuskan pada pemberian harta dalam 

masyarakat adat Bulukumba merupakan bentuk kasih sayang orang 

tua kepada anaknya karena sebagai modal untuk anaknya. Prinsip 

adat Bulukumba harta pemberian merupakan harta warisan yang 

asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan 

karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena suatu 

tujuan. 

3. Nursyamsudin, dengan judul “Pembagian Harta Waris sebelum 

Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris 

Islam.18  

Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsudin bahwa Islam 

memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang 

berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga 

                                                           
17 Nurjannah,“Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia 

pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (stadi kasus di 

Kelurahan Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba:)”, Skripsi (Makasar: 

UIN Alaluddin Makasar, 2012) 
18 Nursyamsudin, Pembagian Harta Waris sebelum Muwaris Meninggal 

Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam, 

Mahkamah, Vol. 3, No. 1, Juni 2018 



untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama 

keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-

Nya yang baik dan adil dalam al-Qur’an yang dapat menimbulkan 

kemaslahatan dalam keluarga. Bagian masing-masing ahli waris, 

maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan. Islam 

mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi 

perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang 

hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan 

keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat. Misalnya 

pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak 

angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada 

anak simayit dan lain-lain. 

Berdasarkan dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang 

berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema 

tertentu, jika peneliti terdahulu terfokus pada Pembagian Harta Waris 

yang dilaksanakan oleh Adat Bulukumba dan terjadi perselisihan 

sebelum pembagian harta warisan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti lebih ditekankan pada tentang Pembagian Harta Sebelum 

Muwaris Meninggal Dunia di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur 

Kabgupaten Lampung Tengah. 

 

 



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam  

Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam 

seluruh dunia. Hal itu terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun 

latar belakang budayanya. Selain itu, ajaran Islam juga menghilangkan 

perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang masih kecil maupun 

yang sudah dewasa untuk tidak menerima waris. 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan 

hartakekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta 

akibatnya bagi para ahli warisnya. Asasnya hanya hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja 

yang dapat diwaris.19 

Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari 

seseorang kepada orang lain’, atau dari kaum kepada kaum yang lain. 

Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, 

kemuliaan, dan sebagianya.20 

Menurut ahli menjelaskan waris yang berkembang di Indonesia, 

lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban 

                                                           
19 Effendi Perangin,Hukum Waris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 3 
20 Muhammad Ali al-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1995), h.33 



tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

orang lain yang masih hidup.21 

Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli 

warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan 

pembahasan di dalam ilmu fiqh mawaris. Secara terminology fiqh 

mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-

orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak 

mendapatkannya, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara 

menghitungnya.22 

 

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana 

Firman Allah SWT. dalam surat al-Naml ayat 16:  yaitu: 

                            

                 

Artinya: Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud dan dia berkata: 

"Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan 

kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu 

kurnia yang nyata". (Q.S. Al-Naml: 16).23 

Kata mawarist secara etimologi adalah bentuk jama‟ dari 

katatunggal mirats artinya warisan. Mawaris juga disebut faraidl, 

bentukjamak dari faridah.kata ini berasal dari kata farada yang artinya 

ketentuan atau menentukan. 

                                                           
21 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2004 ), 6. 
22 Moh Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7 
23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009) 



Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan Fara’id. Fara’id 

berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “faradan “yafridu 

“fardan‛ artinya menentukan. Jadi fara’id berarti bagaian tertentu yang 

dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.24 

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam 

arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan Dikatakan ilmu waris 

karena didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan harta 

peninggalan, dan dikatakan ilmu fara’id karena ilmu fara’id membahas 

tentang bagian-bagian tertentu, yang sudah ditetapkan ukurannya bagi 

setiap ahli waris. 

Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi 

harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat. Oleh karena itu 

peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari 

yangmeninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha 

perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan 

turun- temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan 

warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar 

yang tidak termasuk keluarga yang berhak. 

 

B. Dasar Ketentuan Waris  

Hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya 

langsung diambil dari sumber hukum Islam, yakni Alqur‟an dan hadis. 

                                                           
24 Teungku Muhammad Habsi al-Siddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5 



Berikut adalah ayat-ayat Alqur‟an dan hadis yang secara langsung 

mengatur pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an  

Al-Qur’an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya demi 

kemaslahatan dan kepentingan baik untuk kehidupan dunia maupun 

akhirat.25  

Mengenai ayat-ayat kewarisan hanya mengenai yang pokok 

saja yaitu pembagian harta warisan. Dikemukakan dalam dua tingkat: 

pertama mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal yang diatur di 

dalamnya, dan yang kedua mengenai garis hukum dalam ayat 

kewarisan.26 

Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 33 yang menyatakan adanya 

hak  bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan, yaitu sebagai 

berikut: 

                      

                     

  

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-

                                                           
25 Marzuki, Pengantar Sudi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami 

Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2013), h. 75. 
26 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Cet ke-8 , (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004) , h. 4.  



pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah 

setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(Q.S. An-Nisa: 

33).27 

 

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum 

waris Islam hukum waris adat dan hukum waris barat (kitab undang-

undang hukum perdata). Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 7, bahwa ahli 

waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima 

waris sesuai dengan bagian yang ditentukan yaitu sebagai berikut: 

                 

                   

      

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan dan hak bagian 

dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit 

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nissa: 

7).28 

Sebagian orang (ahli waris) ada yang merasa lebih berhak dari 

pada yang lain seperti digambarkan dalam QS al-Anfal/8: 75 yaitu: 

                                                           
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  



                   

                      

   

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu 

Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu 

termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai 

hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 

(daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75).29 

 

Uraian di atas dapat dijelaskan yang berkaitan dengan harta 

dan fenomena yang ditimbulkan terhadap seseorang, semua itu tidak 

lepas dari tabiat manusia semua ingin mendapatkan harta, karena 

pengetahun tentang hukum kewarisan. Ayat menerangkan secara 

rinci ketentuan bagi ahli waris terdapat pada surat an-Nisa ayat 11 

yaitu: 

                          

                          

                          

                         

                             

               

                                                           
29 Ibid, h.  



Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu 

tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. 

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 

dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 

Jika (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 

bagian masing –masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 

diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 

.(Q.S An-Nissa: 11)”30 

Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur 

pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa 

saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli 

waris dan berapa saja bagiannya, sebagai tabiat manusia semua ingin 

mendapatkan harta, karena pengetahun tentang hukum kewarisan. 

2. Al-Hadits  

Sebagai sumber legaslasi kedua setelah AlQur’an, hadits 

memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit 

terhadap Al-Qur’an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur’an 

fungsinya sebagai pemberi bentuk konkrit dari  Sunnah dalam 

khususnya bidang kewarisan 

                                                           
30 Ibid , h. 78. 



Al-Hadits merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi SAW 

yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan 

hidup beliau baik waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun 

sesudahnya.31  

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: yang artinya: 

Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi, mereka (para 

nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanyamewariskan 

ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya makaorang itu 

mendapatkan keuntungan yang besar.32 

 

Sabda Sabda Rasulullah Saw: Artinya Ibnu Abbas r.a berkata, 

Rasulullah Saw bersabda: Bagikanlahharta (warisan) itu diantara 

ahli waris yang berhak menurut ketentun Allah. Adapun yang tersisa 

dari faradhh-faridhah itu adalah untuk lakilakiyangterdekat.33 

Berdasarkan uraian hadits di atas sudah jelas bahwa harta 

peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak 

menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta 

pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan 

pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris. 

3. Ijma’  

Hasil ijma’ dan ijtihad sahabat, imam mazhab dan para 

mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan 

                                                           
31 Marzuki, Pengantar Sudi hadis,  h. 91. 
32 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

13-15 
33 Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy‟ast Al-Sajastany, Sunan Abu Daud, Juz III, 

(Beirut: Dari 

Fikr, 1999), h. 48 



dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris 

yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. 

Sedangkan dari pendapat ahli menjelaskan bahwa Ijma’ 

menurut syara’ adalah kesepakatan mujtahid kaum muslimin 

disesuaikan masa setelah wafat Nabi saw tentang suatu hukum yang 

amali.34  

Di samping al-Qur’an dan sunnah, dasar hukum 

kewarisanyang lain adalah ijma’. Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama 

atausahabat sepeninggal Rasulullah. Sedangkan Ijtihad adalah usahas 

eseorang dengan segenap akalnya dalam menggali hukum.35 

Uraian di atas bahwa ijma’ adalah kesepakatan para ulama‟ 

atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW, tentang ketentuan 

warisan yang terdapat dalam AlQur‟an maupun Sunnah. Karena telah 

disepakati oleh para sahabat dan ulama‟, ia dapat dijadikan referensi 

hukum. 

4. Al-Ijtihad 

Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat 

dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada 

khususnya. Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan 

itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman nabi, sehingga 

                                                           
34 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum  Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007), h. 42. 
35 Ahmad Rafiq,Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2000), h., 382. 



diperlukan usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum 

persoalan tersebut.  

Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad 

dapat diartiakan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan 

memperhatikan dalil umum dalam al-Quran dan hadis untuk 

menetapkan hukum persoalan yang baru.36 

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dalam 

menjalankan kegiatan ijtihadnya, maka persoalan yang timbul dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok: Pertama, persoalan baru yang 

dalam al-Quran dan hadis dalil mengenai hal tersebut diatas masih 

bersifat zanni sehingga penafsiran lain. Kedua, persoalan baru yang 

tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-Quran dan hadis. Mujtahid 

memiliki kebebasan yang relative lebih mutlak dibandingkan dengan 

persoalan yang pertama. Ketiga, persoalan baru yang sudah ada. 

Ijtihad yang dilakukan Zaid bin Thabit dalam soal pembagian 

warisan pada kasus ahli waris terdiri ibu, bapak, dan salah seorang 

suami istri sudah mati, dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk 

ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.37 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ijtihad yaitu pemikiran 

sahabat atau ulama‟ dalam  menyelesaikan kasus-kasus pembagian 

warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya tehadap masalah 

                                                           
36 M Syifa’uddin Achmadi, Pintar Ilmu Faraid Pilihan Tepat, h. 33 
37 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum  Kewarisan Islam Konsep Kewarisan 

Bilateral Hazairin,  (Yogyakarta: UII Press, 2005) 33 



radd dan„ aul. Didalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan 

dengan hasil ijtihad masingmasing sahabat, tabi‟in dan ulama. 

 

C. Prinsip-prinsip Kewarisan Islam 

Prinsip-prinsip kewarisan Islam adalah suatu yang harus diketahui 

keberadaannya sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu 

yang lain, yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip Ijbari  

Kata ijbari sendiri mengandung arti paksaan (compulsory).38 

Prinsip ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang 

meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 

menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak 

pewaris atau ahli warisnya. 

Bila dilihat dari unsur dilihat dari segi, (2) jumlah harta yang 

sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Mencerminkan 

dalam kata mafrudan yang makna asalnya adalah ditentukan atau 

diperhitungkan. Demikian juga dari segi unsur, (3) kepastian 

menerima harta peninggalan, yaitu yang mempunyai hubungan 

kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah 

dirinci oleh Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 11, 12 dan, 

176.39 

 

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan 

(compulsory), semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah 
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sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku 

menurut aliran kalam jabariyah.40 

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah 

meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau 

permintaan dari ahli warisnya. 

2. Prinsip Bilateral 

Prinsip bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak 

atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan 

laki-laki dan dari kerabat permpuan. Prinsip ini dapat dijumpai dasar 

hukumnya dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 7, 11, 176 yaitu: 

a. Ayat 7 surat An-Nisaa’ 

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak 

mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian 

juga perempuan berhak mendapat warisan dari kedua orang 

tuanya. 

b. Ayat 11 surat An-Nisaa’ 

Ayat 11 ini menegaskan hal-hal berikut: 

1) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya 

sebagaimana halnya anak laki-laki dengan perbandingan 

seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak 

perempuan. 

                                                           
40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Kencana, 2004), 

17-19 



2) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki 

maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian ayah 

berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun 

perempuan, sebesar seperenam, pewaris meninggalkan anak.41 

 

c. Ayat 176 surat An-Nisaa” 

Dalam ayat 176 ini menegaskan hal-hal berikut: 

1) Seseorang laki-laki yang tidak punya keturunan (ke atas dan 

ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan 

perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima 

warisan. 

2) Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke 

atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki 

dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak 

mendapatkan warisan.42 

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa membicarakan asas 

ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di 

kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral 

dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak 

warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis 

keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Seorang 

laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan 

juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak 

mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak 

ibunya 
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3. Prinsip Individual 

Prinsip dalam arti harta warisan adalah harta warisan yang 

dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 

secara perorangan.43 Pembagian secara individual ini didasarkan 

kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempuyai 

kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang 

dalam istilah ushul fiqih disebut “ahliyat al-wujub”. yaitu kecakapan 

untuk bertindak.  

Pembagian harta diberikan kepada seseorang secara 

individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Jika 

tidak cakap bertindak  yang dibatasi atau bagi anak kecil (belum 

baligh), maka harta warisan bagian tetap menjadi miliknya hanya saja 

selagi dianggap belum cakap, maka hartanya di bawah pengampuan 

walinya.44 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa asas individual ini 

adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang 

didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya 

dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum 

Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan bahwa setiap 

insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak dan 
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menjalankan kewajiban yang didalam ushul fiqih disebut “ahliyat al-

wuju. 

4. Prinsip Kewarisan Akibat Kematian 

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta 

melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai 

harta meninggal.45 Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat 

beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih 

hidup. 

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk 

kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya 

seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat 

kewarisan ab intestato atau kewarisan karena kematian atau 

kewarisan menurut undang-undang, maka hukum kewarisan atas 

dasar wasiat atau atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk 

dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu masih 

hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah 

kewarisan secara testamen.46 

 

Uraian di atas bahwa hukum waris islam memandang bahwa 

terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya 

kematian dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih 

hidup. Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum 

dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah 

meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan terbenut. 

Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah 
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kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, 

dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah 

kewarisan. 

D. Rukun dan Syarat Waris  

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian warisan. 

Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada 

pun rukun  beserta syarat pembagian waris ada tiga, yaitu:47 

1. Muwarrist 

Muwarrist adalah orang yang meninggal dunia dan 

meninggalkan harta waris.48 Syarat muwarrist, yaitu orang yang 

meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy 

ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar 

beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum mati sejati.49  

Mati haqiqi adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula 

nyawa sudah berwujud atau bisa dikatakan kematian yang sejati. 

syarat lain yaitu, mati taqdiry ialah suatu kematian yang bukan haqiqi  

maupun hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. 

Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi 

pemukulaan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya 

minum racun. 
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Mati hakiki adalah kematian yang indikatornya dapat diamati 

indra, tidak bernafas, tidak bergerak dan lain sebagainya. Sedangkan 

mati hukmi adalah kematian yang didasarkan pada keputusan 

pengadilan, ada kemungkinan orang tersebur belum meninggal dunia 

secara riil. Baik mati hakiki maupun hukmi, harta seorang muwaris 

dapat diwaris. Karena telah memenuhi syarat, yaitu kematian 

muwarris 

2. Warist 

Warist atau ahli waris adalah orang yang mendapat harta 

warisan, kareana memang haknya dari lingkungan keluarga 

pewaris.50 Syarat ahli waris yang pertama yaitu ahli waris benar-

benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah 

bayi yang masih berada dalam kandungan. bagi janin tersebut berhak 

mendapat warisan. Kedua, bahwa diantara muwaris dan warist tidak 

ada halangan untuk saling mewarisi (mawani’ al-irts).51 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa al-warits yakni ahli 

waris yang masih hidup saat kematian muwarris.Artinya ketika sang 

muwarris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan 

masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Keputusan ini 

penting karena jika antara muwarris dan ahli waris meninggal dunia 

secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa 
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kewarisan. Kasus kematian bersama ini biasanya dalam buku 

kewarisan dimasukkan dalam sub bab gharq yang artinya keluarga 

yang mati. 

3. Mauruts 

Mauruts (tirkah) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si 

mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk 

biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan pelaksanaan 

wasiat. Ada pun syarat-syarat mauruts (tirkah), yaitu : 

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan 

b. Hak-hak kebendaan 

c. Hak-hak yang bukan kebendaan 

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.52 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa  harta warisan dan juga 

disebut tirkah (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi tirkah dan 

mauruts memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh 

harta yang ditinggalkan oleh muwarris. Sedangkan yang kedua 

adalah harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan setelah 

dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat 

dari muwarris serta pengurusan jenazah. 
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E. Sebab-sebab Seseorang Mendapat Waris  

Di dalam hukum Islam, terdapat sebab-sebab yang 

mengakibatkan seseorang  yang memperoleh harta warisan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perkawinan  

Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum 

kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut 

hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan 

harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya.53 

Berlakunya hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian 

suami menjadi ahli waris bagi istrinya menjadi ahli waris bagi 

suaminya yang meninggal. 

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan 

kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat: 

a. Perkawinan itu Sah menurut Syariat Islam  

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau 

antara keduanya telah memenuhi rukun dan syarat 

pernikahanserta terlepas dari semua halangan pernikahan 

walaupun belum kumpul (hubungan intim). 

b. Perkawinannya Masih Utuh 

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan 

saat salah satu pihak meninggal dunia. Ketentuan ini, apabila 
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salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan 

telah putus dalam bentuk talak raj’i dan perempuan masih dalam 

masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa ini 

masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya.54 

Pernikahan yang sah menurut syari’at Islam merupakan 

ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-

masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain 

dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah 

memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari 

jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia 

dan meninggalkan harta pusaka. 

2. Kekerabatan 

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab 

ditentukan oleh adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat 

adanya kelahiran. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu 

dengan anaknya maka dicari juga hubungan dengan laki-laki yang 

menyebabkan kelahiran anak tersebut. Jika dapat dibuktikan secara 

hukum melalui perkawinan yang sah penyebab ibu melahirkan, maka 

hubungan kekerabatan berlaku pula antara anak yang lahir dengan 

ayah yang menyebabkan kelahiran.55 
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Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang 

mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga 

golongan, yaitu: 

a. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si mati. 

b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) menyebabkan adanya si 

mati. 

c. Hawasyi, keluarga yang dihubungkan dengan yang meninggal 

dunia memalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, 

dan anak turunnya dengan tidak membedakan laki-laki atau 

perempuan.56 

 

Hubungan kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara 

orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh 

kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai 

yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas 

adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. 

3. Wala’  

Al-Wala’, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut 

juga wala al-itqi dan wala al-ni’mah. Wala’ adalah pewarisan karena 

jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian 

budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal 

dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.57 

Penyenbabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang 

dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya 

mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan 
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wala’ al-‘itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah 

mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.  

Oleh karena itu, Allah SWT. menganugrahkan kepadanya hak 

mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak 

memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) 

ataupun ada tali pernikahan.58 

Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah 

memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. 

Jika orang yang dimerdekakan orang yang membebaskan budak 

berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang 

sebagai manusia. 

 

F. Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai 

budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadiaan, kemudian 

menjadi sumber hukum Adat, termasuk hukum  kewarisan, yang 

mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan istilah belah 

ketupat‖  kemudia menjadi sepikul segendongan. 

Sistem hukum dalam hal kewarisan sangat erat kaitannya dengan 

bentuk masyarakat, inilah salah satu penyebab kenapa adanya beraneka 

ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang 
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merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal 

pada sistem menarik garis keturunan.59 

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum 

masuknya ajaran Islam, Hindu, dan Kristen. Sistem keturunan yang 

berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. 

Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat tampak dalam analisis 

sejarawan dan ahli hukum. Hukum adat baru muncul setelah Snouck 

Hurgronje dan Van Vollenhoven memperkenalkan teori receptie untuk 

menyanggah teori sebelumnya. Hukum adat diciptakan untuk 

kepentingan Kolonial Belanda yang berupaya mencabut kewenangan 

Pengadilan Agama ketika menangani sengketa kewarisan pada tahun 

1937, dengan dalih hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya 

oleh hukum adat masyarakat. 

Dalam kasus Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu 

sistem hukum di Indonesia selain sistem hukum yang lain: hukum adat 

dan hukum barat. Hukum kewarisan dalam Islam biasa disebut fara’id 

atau ilmu tentang waris mewarisi.60  

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem kewarisan menurut 

hukum adat Indonesia, yaitu: 
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1. Sistem Kewarisan Individual 

Sistem pewarisan perorangan atau individual adalah sistem 

pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagain sesuai 

dengan bagian masing-masing. Sistem ini banyak terjadi pada 

masyarakat yang menganut garis keturunan parental, misalnya di 

Jawa atau masyarakat yang menganut hukum Islam.61 

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan 

kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas 

menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai 

modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain.  

Ciri sistem kewarisan individual, ialah bahwa harta 

peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris. Pada 

umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat 

keluarga mandiri, yang tidak terkait kuat dengan hubungan 

kekerabatan. Kebaikan sistem ini adalah dengan adanya pembagian, 

maka pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian 

yang diterimanya. Kelemahannya aialah bukan saja pecahnya harta 

warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga 

waris satu dengan yang lainnya. 
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2. Sistem Kewarisan Kolektif 

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta 

peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris 

kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan 

dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan 

dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan 

tersebut. 

Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-

masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para 

ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada 

kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem 

kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya.62  

Sistem pewarisan kolektif adalah pembagian warisan dari 

pewaris kepada para ahli waris secara bersama-sama atau kolektif. 

Sistem pewarisankolektif ini tidak membenarkan para ahli waris 

memiliki harta warisan secara perseorangan, melainkan 

diperbolehkan menikmati, mengusahakan harta warisan secara 

bersama. Cara dan pemakaiannya diatur bersama dengan 

musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kepala kerabat. Kabaikan 

sistem pewarisan kolektif ini, yaitu fungsi harta kekayaan 

kelangsungan hidup keluarga besar. 
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3. Sistem Kewarisan Mayorat 

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam 

kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan 

hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan 

kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang 

menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. 

Ciri sistem kewarisan ini adalah harta peninggalan orang tua 

atau leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi para waris, 

melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau anak perempuan 

tertua.63 

Sistem pewarisan mayorat adalah penerusan harta kekayaan 

dari pewaris kepada ahli waris di mana harta warisan ini secara 

keseluruhan atau sebagian besar diberikan kepada anak lelaku tertua 

(di Bali) atau anak perempuan tertua (di Tanah Semendo-Sumsel) 

dimana anak tertua itu bertanggung jawab kepada seluruh saudaranya 

sampai dapat berdiri rumah sendiri. Hukum adat waris memuat 

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan 

barang harta benda dan barang yang tidak terwujud benda dari 

angkatan manusia kepada turunannya. 

Sistem hukum waris Islam sesungguhnya merupakan 

perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang 

berdasarkan sistem kekeluargaan kebapakan (patrilinial). Setelah 
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datangnya Islam maka Al-Qur’an melakukan perubahan yang telah di 

atur dalam surat An-Nissa’ ayat7-18. Ahli waris yang mendapat 

warisan adalah: 

a. Menurut garis bapak-anak (kebawah) 

b. Menurut garis anak-bapak (keatas) 

c. Menurut garis saudara (kesamping).64 

Sedangkan dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima 

dibedakan menjadi: 

a. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian 

yang telah ditentukan besar kecilnya bagian yang diterima 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, seperti ½, 1/3, 1/6, 

¼, atau 1/8. 

b. Ahli waris ‘ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 

setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud. 

c. Ahli waris zawi al-arham, yaitu mempunyai hubungan darah 

tetapi menurut Al-Qur’an hadis tidak berhak menerima warisan.65 

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pewarisan 

mayorat adalah penerusan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli 

waris di mana harta warisan ini secara keseluruhan atau sebagian 

besar diberikan kepada anak lelaku tertua dari ahli waris yang 

menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya bagian, 

menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris, 

tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta 

warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua dan 
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ahli waris mempunyai hubungan darah tetapi menurut ketentuan al-

Qur’an dan hadis. 

G. Pewarisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia 

Pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia 

dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur 

saling mengedepankan kerukunan demi kesejahtaraan hidup keluarga. 

Pembagian waris dengan cara musyawarah diantar keluarga. Rasulullah 

SAW telah mengingatkan agar ilmu faraid dipelajari karena tanpa ilmu 

dan pembagian yang benar secara faraid, maka persengketaan sangat 

sulit untuk dihindari karena sifat alami manusia yang cenderung cinta 

pada harta benda. 

Menurut ilmu faraid adalah ilmu luhur yang hanya dapat 

diamalkan oleh orang-orang yang bermartabat luhur pula. Abu Musa al-

Asy’ari berkata “perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an tetapi 

tidak pandai faraid, adalah seperti baju bumus yang tidak memiliki 

kepala.66 

Dalam Islam dikenal adanya kewarisan sebagai akibat adanya 

kematian, ini berkaitan erat dengan asas ijabri, namun pada prinsipmnya 

Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-

anak, keluarga dan kerabat-kerabatnya membagi harta bendanya kepada 

mereka dengan sistem hibah atau wasiat. Terdapat tiga jenis harta yaitu 

harta pemberian (hibah), harta warisan dan harta wasiat yaitu: 
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1. Harta Hibah  

Hibah diambil dari kata Hubub ar-rih yang berarti hembusan 

angin, istilah hibah dugunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian 

sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta 

maupun yang lainnya, menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang 

substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan 

kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa 

imbalan, jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang 

lain uuntuk dimnfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan 

kepemilikannya kepada oang tersebut, maka ini adalah peminjaman.  

Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak 

dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka 

dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan 

pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah, jika 

pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi 

dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah 

wasiat.67 

 

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan 

ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta 

tanpa imbalan, hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi 

hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan, 

masing-masing dari ini semua memiliki syarat yang dipaparkan, 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah, ditetapkan 

syarat-syarat berikut:  
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a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.  

b. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran 

suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi  

c. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak 

melakukan akad hibah.  

d. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah 

merupakan akad ditetapkan padanya syarat ridha keabsahannya.  

 

Syarat-syarat yang berkitan dengan penerima hibah, 

ditetapkan syarat-syarat  berikut:  

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat 

pemberian hibah, jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia 

dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia berupa 

janin,  maka hibah tidak sah, namun dia masih dikategorikan sebagai 

anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat 

darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain 

(tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh 

mewakilinya untuk menerima hadiahnya. 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan, 

ditetapkan syarat-syarat berikut:   

a. Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada  

b. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai   

c. Barang yang dihbahkan harus dapat dimiliki wujudnya, 

maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang yang 

dihibahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, 

dan beralih kepemilikannya dari satu tangan ketangan lain, 

d. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik 

pemberi hibah dengan keterkaitan yang menetap 

e. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian terendiri, 

maksudnya, tidak global karena penerima barang yang 



dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud sendiri, seperti 

gadaian.68 

 

Menurut pendapat Malik, Syafi‟i, Ahmad, dan Abu Tsaur 

tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan “Hibah 

terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah 

hhukumnya. Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan 

barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan 

buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang dimbil tanpa 

izin. 

2. Harta Warisan  

Dalam Bahasa Arab disebut dengan “Tirkah/tarikah” yang 

dimaksud harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta 

benda) dan hak kebendaan, serta  hak yang bukan hak kebendaan.69 

Diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:   

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang 

termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak 

bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyaah wajibah/ denda 

wajib, uang pengganti qishas).  

b. Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori hak-

hakkebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanin dan 

perkebunan, dan lan- lain.  

c. Hak-hak yang bukan kebendaan Yang termsuk da kategori hak-

hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak  syuf‟ah 

(hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat 

atau hak tetngg atau tanah pekarangan dan lai- lain.70 
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3. Harta Wasiat  

Wasiat dari kata washa yang artinya menyampaikan, 

misalnya, washaitu asy-syai‟a, ushi asy-syai‟a, artinya aku 

menyampaikan sesuatu, dengan demikian, pemberi wasiat berarti 

menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematianya.  

Wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada 

orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan 

pihak yang diberi wasit berhak memiliki pemberian tersebut, bahwa 

wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai 

setelah kematian, dari definisi ini jelaslah perbedaan antara hibah dan 

wasiat yang tidak terjadi kecuali setelah ada kematian, ini dari satu 

segi, adapun dari segi lain hibahtidak terjadi kecuali dengan barang, 

sementara wasit bisa berupa barang, hutang, dan manfaat.71 

 

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau 

mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, 

melalui pemberian sukarela (tabarru), wasiat dianggap sah jika 

dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun 

dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang 

lain, dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua 

mazhab.72 

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta 

warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikelurkan 

ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat, adapun jika melebihi 

sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, 
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membutuhkn izin dari para ahli waris, jika semua mengijinkan, 

wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak, maka batallah ia, tapi 

jika sebagian mereka mengizinkan, sedang sebagiannya lainnya 

tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikelurkan dari harta yang 

mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal 

sehat, dan baligh. 

Ketiga istilah harta hibah, harta warisan dan harta wasiat 

masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan dengan dasar 

perbedaan tersebut, pembahasan kewarisan sebelum pewaris 

meninggal dunia bisa diklasifiikasikan, sebagai berikut:   

a. Seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, 

dengan rincian:   

Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal 

afiyat, Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal 

afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan 

kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah 

(harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, adapun 

hukumnya adalah boleh. Pembagian dilakukan dalam keadaan 

sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian. Para 

ulama berpendapat didalam menyikapinya, tetapi mayoritas 

ulama berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori hibah, 

tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan. 



sebagaai sentunan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana 

silaturrahim.  

b. Seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya 

dalam keadaan sehat wal afiat, maka dibolehkan baginya untuk 

membagi seluruh hartanya.  Jumlah pembagian harta antara satu 

anak dengan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam 

masalah ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak 

harus disamakan tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) dapat di 

anggap sebagai metode mengumpulkan data kualitatif, yakni 

dimaksud untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara 

unit sosial tersebut.73 

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang 

terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada 

prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam masyarakat.74 Penelitian lapangan ini 

akan dilakukan pada masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan 

Punggur. 

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan 

merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian 

yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini 

yang akan diteliti yaitu pembagian harta sebelum muwaris meninggal 

dunia. 
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2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil 

maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau keadaan 

tertentu.75 

Uraian di atas bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai pembagian harta 

sebelum muwaris meninggal dunia yang diuraikan dengan kata-kata 

atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Hal ini peneliti ingin 

meneliti sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai pembagian harta 

sebelum muwaris meninggal dunia pada masyarakat Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur. 

 

B. Sumber Data 

Apabila peneliti dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.76 Sumber data 

adalah subyek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan 

skunder yaitu:  
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.77 Sumber 

primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data 

pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.78 

Uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber 

pertama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini 

adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada kepala 

Desa Bapak Sutat Moko, Tokoh Agama Bapak Yayan Suyanto, 

Tokoh Adat Bapak Jamrozi, dan orang yang melaksanakan 

pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia, serta mayarakat 

yang memahami pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia 

pada masyarakat Desa Nunggal Rejo. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh 

melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-

dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.79 

Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat 
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berupa buku-buku yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan 

hasil penelitian dan hasil laporan.80 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa 

dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya 

dengan penelitian. Adapun yang menjadi acuan sumber data 

sekunder, yaitu: 1) Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung 

2015. 2) Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta 2008. 4). Amir 

Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Jakarta 2004. 5) dan Suhairi, 

Hukum Waris Islam, Metro 2015. 6) Moh. Muhibbin Hukum 

Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, 

Jakarta, 2011. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Peneliti akan menggunakan teknik kepustakaan untuk 

memperoleh data. Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan melalui telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan 

buku literatur yang relevan.81 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian lapangan peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Wawancara/ Interview  

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.82 

Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula”.83 

Metode wawancara untuk mendapatkan data tentang alasan, 

tujuan dan model dalam pembagian harta waris sebelum muwaris 

meninggal di desa Nunggalrejo. Wawancara dengan kepala Desa 

Bapak Sutat Moko, Tokoh Agama Bapak Yayan Suyanto, Tokoh 

Adat Bapak Jamrozi, dan orang yang melaksanakan pembagian harta 

sebelum muwaris meninggal dunia. Untuk pengambilan data melalui 

wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, 

dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden 

direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
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dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.84 

Uraian di atas bahwa pengumpulan data dengan menggunakan 

metode dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data 

adalah dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pembagian harta 

warisan menurut hukum kewarisan Islam sebelum muwaris 

meninggal dunia pada masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan 

Punggur. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan dalam bentuk uraian. Penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku 

diobservasi dari manusia.85 Teknik analis data yang digunakan adalah 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
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Mereduksi data berrti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang peting dicari tema dan polanya.86 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaska bahwa proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo, dan 

sebagianya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak 

relevan. 

2. Display Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan 

penelitian. Upaya pembuatan dan penyajian data melalui modelgrafis, 

sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnyadapat 

dipetakan dengan jelas.87 Display data adalah pendeskripsian 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.  

3. Verifikasi dan penegasan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan  dan didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
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lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.88 

Verifikasi data (data verification) dalam penelitian ini pada 

merupakanpenyusunan secara sistematis data-data yang telah 

dihasilkan sehngga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil 

penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur 

Kampung Nunggal Rejo di buka pada Tahun 1950, dengan 

diawali pembukaan lahan oleh para perambah warga dari Banjarsari 

dan Purwosari Kota Metro sebagai peladangan. Seiring dengan 

perkembangan pada Tahun 1953 tepatnya Tanggal 13 April Tahun 

1953 oleh Jawatan transmigrasi Desa. Para Transmigran yang 

didatangkan dari Pulau Jawa: 

Tabel 1 Transmigran dari Pulau Jawa 

No Transmigran 

dari 

Jumlah 

1 Tasik Malaya Sebanyak : 50 KK 

2 Garut Sebanyak  : 50 KK 

3 Cirbon Sebanyak : 32 KK 

Sumber: Dokumentasi Kampung Nunggal Rejo 

 

Kampung ”Nunggal Rejo” yang dipimpin oleh seorang kepala 

kampung  yang bernama: Bp. Juhaeli. Nama Nunggal Rejo menjadi 

kesepakatan yang mempunyai makana (Nunggal = Satu/Kesatuan dan Rejo 

= Ramai/Aman Damai), sekaligus memilih Kepala Kampung yaitu Bapak 

Juhaili yang dibantu perangkat kampung terbagi 4  Dusun yaitu: 



Tabel 2 Awal Dusun  Kampung Nunggal Rejo 

NO Nama Dusun 

1 Dusun I Mulyorejo 

2 Dusun II Sukomulyo 

3 Dusun III Parahyangan 

4 Dusun IV Sindangsari 

Sumber: Dokumentasi Kampung Nunggal Rejo 

Adapun Kepala Kampung/Lurah/sebutan lain antara lain: 

Tabel 3 Kepala Kampung Nunggal Rejo 

No. Nama Jabatan PriodeTahun Ket 

1 Juhaili. 

Sukirman 

Lurah 

Carik 

1953 – 1966  

2 Oyon Suganda. 

Umar Siswoyo 

Lurah 

Carik 

1966 -1974  

3 Umar Siswoyo. 

 Halid Tazidi 

Lurah 

Carik 

1974 -1979 Plt 

4 Ngatiyo Sumant 

A.Suryana         

Lurah 

Carik 

 1979 -1982  

5 Omo Zarkoni. 

Kasmiran 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

1987 -1995  

6 A.Suryana 

Kasmiran 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung  

1995 -2002 

 

 

7 Mursidi KS 

Kasmiran 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung 

2003 – 2004 Pjs 

8 A.Suryana 

Jaenal M Arifin 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung 

2004 -2009  

9 Heriyadi S. 

Jamrozi DS 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung 

2009 -2015  

10 Herman SE 

Fiftyna Nur C. 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung 

2015 -2016 Plt 

11 Sutat Moko 

Fiftyna Nur C. 

Kepala Kampung 

Sekretaris Kampung 

2016 – 2021  

Sumber: Dokumentasi Kampung Nunggal Rejo.89 
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2. Visi dan Misi Desa Nunggal Rejo  

Visi dan Misi Desa Nunggal Rejo adalah sebagai berikut: 

a. Visi Desa Nunggal Rejo 

Mewujudkan Kampung Nunggal Rejo Menjadi 

Kampung Berintigritas, Mandiri, Aman dan Sejahtera. 

b. Misi Desa Nunggal Rejo 

Untuk mewujudkan Vivi dan Misi Kampung namun 

semuanya itu dibutuhkan kerja keras bersama antara Pemerintah 

Kampung dan Masyarakat yang berasaskan musawarah muwakat  

berkasinambungan. 

3. Kondisi Geografis Desa Nunggal Rejo  

Secara geografis desa Nunggal Rejo terletak di daratan 

dengan tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata 

pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32ºC. Jarak dari pusat 

pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak 

ke Provinsi 66KM. Kampung Nunggal Rejo dengan luas 453 ha yang 

berbatasan dengan: 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Totokaton/Kejawen 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Totokaton 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pujo Dadi Kec. 

Trimurjo 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari, Kota 

Metro 



Jumlah penduduk kampung Nunggal Rejo tersebut dapat 

diklasifikasi sebagai berikut: 

1) Menurut Pendidikan 

Penduduk desa Nunggal Rejo pada umumnya 

berpendidikan. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun 

keatas), yaitu:90 

                   Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas 

No Usia  Jumlah 

1 Tamat Sarjana 61 

2 Tamat Akademi/D1-D3 74 

3 Tamat SLTA/SMA 1.421 

4 Tamat SLTP/SMP 1.272 

5 Tamat SD 1.191 

6 Taman Kanak-kanak 121 

7 Tidak Sekolah 77 

8 Tamat Sarjana 61 

Sumber: Dokumentasi Desa Nunggal Rejo Kecamatan 

Punggur 

 

2) Sarana Pendidikan 

Sarana yang dimiliki di Desa Nunggal Rejo seperti 

kebanyakan desa pada umumnya.Semakin tinggi tingkat 

pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber 

dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya 

sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

serta memperluas wawasan. Peningkatan pengetahuan di Desa 

                                                           
90 Profil Desa Nunggal Rejo Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019 



Nunggal Rejo dilakukan dengan sarana pendidikan meliputi 

sekolah dengan tenaga pengajarnya. 

                Tabel 5 Sarana Pendidikan di Desa Nunggal Rejo 

No Bentuk Sekolah Jumlah 

1 Perpustakaan Kampung 1 Buah  

2 Gedung Sekolah PAUD 6 

3 Gedung Sekolah TK   1 

 Gedung Sekolah SD 4 

 Gedung Sekolah SMP 2 

 Gedung Sekolah SMA 2 

Sumber: Dokumentasi Desa Nunggal Rejo Kecamatan 

Punggur 

4. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan 

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya 

faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti 

banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, dan peluang untuk 

kehidupan yang lebih baik. Tingkat ekonomi merupakan faktor yang 

dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan 

masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat itu sendiri.91  

Penduduk Desa Nunggal Rejo pada umumnya bermata 

pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Karena 

disekeliling Desa Nunggal Rejo banyak terdapat kawasan pertanian 

sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Uraian di 
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atas diketahui daftar mata pencaharian masyarakat kampung Nunggal 

Rejo, yaitu,92 

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

1 Pekerjaan/Mata 

Pencaharian 

Jumlah 

1 Karyawan: 

a. Pegawai Negeri Sipil 

b. TNI/Polri 

c. Swasta 

89 

18 

87 

2 Wiraswasta/pedagang 289 

3 Petani 141 

4 Tukang 379 

5 Pensiun 39 

6 Peternak 126 

7 Jasa 49 

8 Pengrajin 450 

9 Pekerj Seni 37 

10 Lain-lain 2.467 

11 Tidak Bekerja Nganggur 60 

12 Dukun Pijat 11 

Sumber: Dokumentasi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk 

didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian 

masih sangat diandalkan masyarakat dalam menggantungkan 

hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat 

mendukung di Desa Nunggal Rejo sehingga potensial dalam 
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melakukan kegiatan usahatani sayuran dan perkebunan. Kekayaan 

alam Desa Nunggal Rejo merupakan aset yang patut dijaga sebagai 

salah salu penopang hidup masyarakat. 

5. Struktur Organisasi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur 

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Nunggal 

Rejo dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini: 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggal Rejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggal Rejo93 
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B. Pembagian Waris Sebelum Meninggal di Desa Nunggal Rejo 

Waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris terhadap harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ada tiga hal pokok yang harus 

terpenuhi rukun atau unsur terjadinya proses waris mewarisi atau 

terjadinya perpindahan harta warisan pewaris kepada para ahli warisnya. 

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, 

harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta 

warisan. Kepada orang yang melalukan pembagian harta waris sebelum 

muwaris meninggal. 

Pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia, hal ini 

tidak bisa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam 

hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip 

pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan meliputi semua 

harta benda yang dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi 

tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat si 

peninggal harta mati.94 

1. Adapun alasan-alasan kasus satu sebagai berikut: Pewaris takut 

jikalau hartanya nanti digunakan anaknya untuk mabuk-mabukan, 

menurut yang diyakininya ia juga akan berdosa.95  

                                                           
94 Wawancara dengan kepala Desa Bapak Sutat Moko di Kantor Desa 
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95 Wawancara dengan Bapak Jemu dan Ibu Iyom di Rumahnya  tanggal 15 
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Pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia, 

yaitu alasan yang pada dasarnya keduanya membaginya terlebih 

dahulu karena tidak ingin ada keributan dan kericuhan dikemudian 

hari, disamping itu ada juga perbedaan yang terdapat di dalamnya, 

antara lain, kasus satu terjadi pembagian warisan sebelum pewarisnya 

meninggal dunia hingga dua kali pembagian sedangkan  kasus dua 

hanya satu kali saja, selain itu pewaris pada kasus satu masih hidup 

sampai sekarang. 

Maksud dari pada mewariskan semasa hidup ialah terutama 

untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagikan harta dengan 

cara layak menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah 

perselisihan yang terjadi di Desa Nunggal Rejo mewariskan hartanya 

sebelum pewaris meninggal, seperti pemberian yang dilakukan 

semasa hidup oleh orang tua kepada anaknya menjadi: 1). Barang 

Bergerak 2). Barang Tidak Bergerak.96  

Mewariskan semasa hidup tersebut ada yang diperhitungkan 

dalam pembahagian harta warisan setelah si orang tua meninggal dan 

ada juga yang mewariskan bisa sehingga tidak perlu diperhitungkan 

lagi pada saat pembahagian harta warisan nantinya.  

Menurut tokoh agama pembagian waris di Desa Nunggal Rejo 

selalu dilakukan dengan cara musyawarah dengan dihadiri oleh 
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semua ahli waris. Untuk berapa bagian harta waris masing-masing 

ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan antara semua ahli 

waris.97 

Alasannya adalah saudara perempuan adalah anak yang 

terakhir di dalam keluarganya. Dan pembagian warisan yang seperti 

itu sudah menjadi kebiasaan  yang turun-temurun di desa tersebut. 

Sebagai anak laki-laki di dalam keluarganya tidak merasa dirugikan 

hal tersebut. Keluarga mencerminkan sangat menghormati anak 

terakhir sebagai orang yang pantas diberikan harta waris lebih banyak 

dibandingkan dengan saudaranya. Meskipun anak yang terakhir 

adalah seorang perempuan. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan bahwa hasil 

keterangan bahwa pembagian waris di Desa Nunggal Rejo selalu 

dengan jalan musyawarah. Padahal hasil yang diperoleh dari 

musyawarah itu belum tentu sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat 

Nunggal Rejo pada umumnya menggunakan cara pembagian waris 

dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris 

yang tinggal dekat dengan rumah pewaris. Mayarakat di Desa 

Nunggal Rejo cenderung lebih mengutamakan musyawarah 

dibandingkan dengan perhitungan dalam ilmu faraidh dalam hukum 

Islam biasanya cara pembagian ini terjadi dikeluarga tokoh agama 
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atau guru pendidikan agama, yang benar-benar memahami hukum 

Islam. 

2. Tujuan dalam melaksanakan pembagian warisan sebelum meninggal 

dunia. Tanah ataupu rumah yang ada merupakan bentuk pemberian 

yang didasarkan kepada banyaknya orang tua yang bermata 

pencaharian petani sehingga harta yang diberikan lebih dominan 

berbentuk tanah agar dapat diusahai oleh anaknya untuk kehidupan 

anaknya dimasa depan.98 

Harta warisan adalah wujud rasa kasih dan sayang dari orang 

tua kepada anak-anaknya, setelah orang tuanya meninggal itu bisa 

dimanfaatkan dan dibagi bersama untuk mencukupi kebutuhan. 

Tidaklah harus anak laki-laki yang mendapatkan lebih banyak dari 

perempuan.99 Seperti yang terjadi di dalam keluarga, anak pertama 

yang mendapatkan harta waris lebih banyak dibandingkan, karena itu 

sudah menjadi kebiasaan anak terakhirlah yang mendapatkan harta 

waris lebih banyak dibanding dengan lainnya, dan itu sudah menjadi 

kesepakatan bersama semua ahli waris yang ada. 

Tujuan tentang warisan adalah suatu wujud rasa kasih sayang 

dari orang tua kepada anak-anaknya, setelah orang tuanya meninggal 

dan itu bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Pelaksanaan pembagian warisan di keluarga 
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saudara perempuan yang mendapatkan harta waris paling banyak 

dibandingkan dengan saudaranya yang lain.100  

Hak seorang anak yang menerima tanah pemberian pada 

pokoknya adalah sebagai hak untuk dimiliki. Pada saat diberikan 

telah beralih hak si ayah kepada si anak. Hak tersebut tidak diambil 

kembali dari si anak tersebut oleh si ayah maupun oleh ahli waris 

yang lain. Bisaanya pemberian atas tanah atau sawah ladang 

diberikan kepada anak laki-laki. Selain tanah yang dimaksud juga 

dapat berbentuk harta rumah yang diberikan orang tua kepada 

anaknya. Rumah bentuk pemberian tanah didasarkan kepada 

banyaknya orang tua yang bermata pencaharian sebagai pengusaha 

dan disertai pemikiran yang modern sehingga harta yang diberikan 

lebih dominan berbentuk rumah. 

3. Model pembagian warisan yang dilakukan di desa Nunggal Rejo. 

Keadaan yang sangat mendesak karena ahli waris perlu uang dan 

keadaan ahli waris yang sering dan ketraumaan pewaris atas kejadian 

pembagian warisan yang telah lalu maka ini dibolehkan. Sesuai 

dengan kewarisan pada masyarakat  Desa Nunggal Rejo.101 

Pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal 

didasarkan prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan 

untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan 
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kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya 

kepada anak-anaknya.102 

Pembagian tersebut bukan hanya menyalahi aturan hukum  

kewarisan Islam, namun juga menyebabkan persengketaan diantara 

para  ahli waris dikarenakan ada beberapa ahli waris yang merasa 

tidak puas  dengan bagian yang diperolehnya dan menghendaki 

diadakan pembagian  ulang dengan cara kewarisan Islam.  

Tidak sedikit masyarakat yang mengalam permasalahan 

sesama  ahli waris dalam pembagian harta warisan. Walaupun pada 

awalnya mereka setuju untuk melakukan pembagian harta warisan 

tidak secara hukum Islam, namun pada akhirnya persengketaan tetap 

ada dan perpecahan antar pembagian warisan dalam Desa Nunggal 

Rejo pelaksanaannya melibatkan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat.103  

Akan tetapi tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya 

dijadikan sebagai saksi-saksi dan para ahli waris sendiri yang 

menentukan berapa bagian-bagian yang diterima oleh masing-

masing. Mereka cenderung mengutamakan anak terkahir meskipun 

anak terakhir adalah seorang perempuan. Anak perempuan itu 

mendapatkan harta waris lebih banyak dibandingkan dengan 

saudaranya yang lain keluarga pun terjadi.  
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Sebagaimana yang telah sebelumnya, tujuan pembagian harta 

warisan di lakukan adalah untuk: a. Mewujudkan keadilan yang 

mutlak diantara setiap manusia b. Motivasi dan pendorong untuk 

mencari rejeki yang halal. c. Upaya dalam meneruskan perjuangan di 

dunia ini sebagai khalifah di  muka bumi.104 

Dan tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan 

pembagian ulang dengan cara hukum kewarisan Islam demi 

menyelesaikan persengketaan yang ada dan mempertahankan 

keutuhan keluarganya. 

Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum 

dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi 

keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya, namun, setelah 

meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.105 

Selain itu disyaratkan pada muwaris supaya hartanya dapat 

diwarisi oleh para waris ialah benar-benar ia telah meninggal oleh 

keputusan hakim, karena kalau dia masih hidup maka dia sendirilah 

yang berkuasa mengurus hartanya, tetapi apabila dia telah meninggal, 

maka kekuasaannya itu telah hilang lenyap dan berpindahlah 

miliknya yang dimiliki semasa hidupnya kepada waris.106 
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Selanjutnya masyarakat cenderung memilih dalam pembagian 

warisan sebelum meninggal. Pembagian warisan di Desa Nunggal 

Rejo, pembagiannya dilakukan dengan besarnya bagian yang 

diperoleh masing ahli waris ditentukan oleh kesepakatan semua 

pihak. Pembagian itu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

sebagai saksi-saksi.  

Pembagian warisan di Desa Nunggal Rejo dengan jalan 

musyawarah  melibatkan orang-orang selain ahli waris dimaksudkan 

untuk sebagai saksi bahwa telah dilaksanakanya pembagian warisan 

dan musyawarah itu  dilaksanakan setelah pewaris meninggal 

dunia.107 

Pembagian waris di Desa dilakukan dengan jalan musyawarah 

antara semua ahli waris, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. 

Yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Masalah berapa 

bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris ditentukan 

kesepakatan bersama, dengan memperoleh kesepakatan ahli waris 

untuk anak terakhir mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan 

saudaranya yang lain meskipun anak terakhir adalah seorang 

perempuan yang mempunyai saudara laki-laki. 

Model pembagian warisan di desa Nunggal Rejo karea 

Keadaan yang sangat mendesak dan telah memenuhi syarat sebagai 
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subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk 

memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya. 

4. Faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Nunggal Rejo 

memilih sistem pembagian waris dengan jalan musyawarah yaitu:  

Ketidaktauan dalam menerapkan hukum Islam, bisa dilihat 

dari cara masyarakat dalam membagi harta waris, masyarakat 

melakukan pembagian harta waris dengan jalan musyawarah.108 

Masyarakat lebih memilih dalam membagi harta warisnya sebelum 

muwaris meninggal ketimbang melaksanakan dengan hukum waris 

Islam.   

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagianwaris 

yaitu karena laki-laki mempunyai tanggungjawab atau  beban yang 

ditanggung lebih besar dari perempuan sehingga dalam 

pembagiannya lebih besarpula bagiannya. Akan tetapi, hukum Islam 

sangat fleksibel maksudnya dapat menyesuaikan sesuai dengan 

kondisi yang dialami manusia selama tidak bertentangan dan 

mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri. 

Hukum Islam dianggap sulit dimengerti oleh kaum awam. 

Mereka  sebatas mengerti dalam pembagian harta waris bagian anak 

laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pembagian 
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waris untuk ahli waris  lainnya mereka tidak mengetahuinya maka 

dengan jalan membagi waris dengan sebelum muwaris meninggal.  

Pembagian warisan dengan jalan dimusyawarahkan dalam 

pembagian sebelum muwaris meninggal dan sudah merupakan 

kebiasaan yang dilakukan masyarakat warga di Desa Nunggal Rejo 

secara turun temurun taitu: anak perempuan dianggap mampu 

menjaga orang tua semasa  hidupnya dibanding dengan saudara-

saudaranya yang lain. Saudara- saudaranya yang lain selalu pergi dari 

kampung halamannya, ada juga satu atau dua yang memilih tinggal di 

kampung halamannya tetapi tidak satu rumah dengan orang 

tuanya.109  

Seiring dengan kemajuan zaman anak perempuan pada 

masyarakat sekarang lebih memilih bekerja. Disamping bekerja 

mereka juga menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menjaga 

orang tuanya semasa hidupnya. Dalam pembagian harta waris 

masyarakat lebih memilih dengan cara  musyawarah dan di dalam 

musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu 

mereka menganggap dengan musyawarah akan memperoleh hasil 

yang adil.110  

Mereka menganggap dengan jalan dengan dimusyawarahkan 

semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan. Meskipun 
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perolehan berbeda dalam al-Qur’an. bagian laki-laki dua berbanding 

satu dengan bagian perempuan.  

Adapun masyarakat melakukan pembagian harta waris 

dengan cara musyawarah adalah untuk menciptakan kerukunan 

antara sesama ahli waris dalam membagi harta waris dan mereka 

beranggapan bahwa dengan cara dimusyawarahkan sebelum muwaris 

meninggal itulah mereka akan bisa saling menjaga antara ahli waris 

yang satu dengan ahli waris yang lain. 

5. Masalah atau dampak setelah harta muwaris meninggal dunia dibagi. 

Kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-

anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit.  

Sebenarnya Islam memandang bahwa pembagian harta 

peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan 

sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong 

dalam kehidupan sesama keluarga, karena itu Allah telah 

memberikan ketentuannya yang baik dan adil dalam Al-Quran yang 

dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga. 

Meskipun kewarisan sebagai akibat adanya kematian, namun 

pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan menganjurkan untuk 

mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabatnya dengan membagi 



harta bendanya, seorang muslim boleh membuat wasiat untuk 

sebagian ahli warisnya.111 

Pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih lemah 

sehingga timbul kehawatiran yang tidak berdasar, namun guru agama 

setempat telah mengupayakan pembagian harta peninggalan 

almarhum dengan menggunakan hukum kewarisan Islam. Untuk itu 

diperlukan adanya pemahaman lebih pentingnya hukum kewarisan 

Islam dimasyarakat, sebab sebagaimana dikemukakan pada kasus 

sebelumnya bahwa  hukum waris adalah ketetepan Allah dan Allah 

yang paling mengetahui urusan yang terjadi setelah di baginya harta 

waris itu serta pembagian yang ditetapkan pasti membawa manfaat 

yang besar. 

Jumlah pembagian harta antara satu anak dengan yang 

lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mayoritas 

ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan tidak boleh 

dibedakan antara satu dengan yang lainnya, pembagian harus 

disesuaikan dengan pembagian warisan yang telah ditentukan dalam 

Al-qur’an dan hadist. 

Sedangkan kasus pembagian harta warisan dibagi terlebih 

dahulu  tidak sama dengn kasus pertama yaitu pewaris telah 

meninggal sesudah membagikan hartanya terlebih dahulu walaupun 
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harta tersebut hingga kini belum sampai ketangan anaknya yang 

berhak, dan kesamaan dengan kasus satu adalah agar tidak terjadi 

pertengkaran antara keluarga nantinya. Selain itu, diperbolehkan 

melakukan pembagian dengan cara apapun selama para ahli waris 

dapat menerima dan tidak menimbulkan konflik karena, Islam lebih 

mengutamakan kemaslahatan. 

Warisan adalah termasuk hak milik yang paling menonjol. Di 

dalam  warisan terdapat dua hak dasar yaitu: hak kesinambungan dan 

hak mengelola barang milik. Arti hak kesinambungan adalah 

kelestarian hak milik selama masih ada barang milik di Desa Nunggal 

Rejo dalam membagi harta waris kebanyakan memilih pembagian 

warisan sebelum muwaris meninggal dengan disaksikan tokoh 

Agama dan tokoh Adat.112  

Setelah semua ahli waris yang ada mengambil pertimbangan-

pertimbangan yang matang dan disetujui oleh semua ahli waris yang 

ada. Setelah dilakukan kesepakatan antara semua ahli waris itu 

dianggap sah karena semuanya telah bersepakat.113  

Setelah selesai dilakukannya pembagian warisan ahli waris 

diminta membuat surat pernyataan yang isinya bersepakat sudah 

melakukan kesepakatan antara semua ahli waris untuk mencegah 

semisal terjadi permasalahan dihari kemudian. Pembagian waris di 
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Desa Nunggal Rejo tidaklah sesulit seperti apa yang telah dijelaskan 

oleh hukum waris Islam. Orang yang berhak menerima harta warisan 

hanyalah keluarga terdekat dari pewaris, yaitu: suami atau istrinya 

yang meninggal dunia, anak-anak, dan saudaranya. Saudara dari 

pewaris itu ikut mendapatkan harta waris jika pewaris tidak 

mempunyai anak semasa hidupnya. 

Berdasarkan keterangan warga Desa Nunggal Rejo cenderung 

memilih membagi harta waris dengan ketika masih adanya muwaris dan 

besarnya perolehan untuk  masing-masing ahli waris itu yang 

menentukan adalah mereka sendiri, tokoh agama dan tokoh masyarakat 

di undang hanya sebatas menyaksikan dan sebagai saksi bahwa telah 

dilakukannya pembagian warisan. Menurut masyarakat pembagian 

warisan tidaklah sesulit dalam hukum Islam. 

C. Analisis Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta 

Sebelum Pewaris Meninggal Dunia 

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena 

pembagian warisan sering menimbulkan akibar yang tidak 

menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah 

manusia menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang unruk 

menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut. 

Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah langsung di 

dalam al-Qur’an dan dilengkapi serta dijelaskandengan beberapa hadits 

Nabi Saw, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-



masing ahli waris. Meskipun demikian, dalam masalah pembagian ini 

terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai 

dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Pelaksanaan 

pembagian harta warisan diantara umat Islam masih belum mengikuti 

hukum waris Islam. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum tersebut adalah ketentuan 

dari Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang mentaatinya dan 

mengancam dengan siksanya bagi orang-orang yang mendurhakainya. 

Taat kepada Rasul dituturkan bergandengan dengan taat kepada Allah 

memberi isyarat kepada bahwa tidak bisa merasa cukup hanya dengan 

akal dan ilmu pengetahuan. 

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-

Nya yang terdapat dalam al-Qur’an. Pasa dasarnya ketentuan Allah 

berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal 

yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan 

ataupun yang bersifat merinci, walaupun demikian, penerapannya masih 

menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar 

hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang 

bersifat normative. 

Pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris karena alasan 

menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudaratan 

di antara para ahli waris adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

 



Hal ini didasarkan pada QS al-Qasas/28: 77 sebagai berikut: 

                     

Artinya: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

(Al-Qasas: 77)  

Al-Qur’an surah al-Qasas/28: 77, termasuk lafaz ditinjau dari 

makna yang diciptakan untuknya adalah termasuk bentuk lafaz nahi 

(larangan) yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu 

perbuatan. Larangan yang digunakan QS al-Qasas/28: 77 untuk menuntut 

agar meninggalkan suatu perbuatan pada lafaz “wala tabgi al-fasada fil 

ardi (dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi)” adalah 

menggunakan gaya bahasa (uslub) dalam bentuk fi’il mudari’ yang 

dimasuki la-nahiyah (yang artinya janganlah). 

Demikian pula QS Al-Baqarah/2: 11 yang melarang untuk tidak 

merusak di muka bumi, sebagai berikut: 

                    

Artinya:  Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya 

kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (QS Al-Baqarah/2: 11). 

Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti 

kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk 

memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Lafaz yang digunakan QS 



al-Baqarah/2: 11 untuk menuntut agar meninggal-kan suatu perbuatan “la 

tufsidu” (janganlah kamu merusak) adalah fi’il mudari’ yang dimasuki 

la-nahiyah. Petunjuk dari lafaz nahi menurut Jumhur ulama adalah:  

Berdasarkan dua bentuk lafaz (nahi dan ‘amm) pada QS al-

Qasas/28: 77 dan QS alBaqarah/2: 11, maka membiarkan para ahli waris 

berkelahi untuk merebut harta warisan setelah pewarisnya meninggal 

dunia, maka sama halnya dengan membiarkan para ahli waris berbuat 

kerusakan atau merusak di muka bumi utamanya hubungan kekerabatan 

di antara para ahli waris tersebut. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.  

Sebagaimana pada sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

dari Ibnu ‘Abbas, sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Yahya dari Abdurrazaq, dari Jabir Al Ja’fi, dari Ikrima, 

dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: 

“Tidak  ada bahaya dan tidak pula membahayakan. 

Berdasarkan QS al-Qasas/28: 77 dan sabda Rasulullah SAW. 

tersebut di atas, maka dibuatlah qaidah fiqhiyah berkaitan dengan 

kemudaratan sebagai qaidah induk sebagai berikut: Kemudaratan itu 

harus dilenyapkan. 

Karena kemudaratan itu harus dilenyapkan, maka apabila 

kemudaratan itu bertemu dengan larangan-larangan, misalnya larangan 

membagi harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, 

maka larangan itu menjadi tidak berlaku apabila akan menimbulkan 

kemudharatan. Hal ini diperkuat dengan qaidah cabang yang ditarik dari 



qaidah induk tersebut di atas. Kemudaratan itu menghalalkan larangan-

larangan. 

Oleh karena itu pembagian harta warisan haram dilakukan sebelum 

terjadinya kematian, maka kemudaratan yang terjadi di antara para ahli 

waris karena pembagian harta warisan dilakukan sesudah terjadinya 

kematian, menghilangkan keharaman pembagian harta warisan sebelum 

pewaris meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada qaidah fiqhiyah di 

bawah ini. Tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak kemakruhan 

bersama kebutuhan. 

Kemudaratan dalam pembagian harta warisan sering terjadi karena 

bagi manusia harta atau kekayaan menduduki posisi yang amat penting 

dalam kehidupanya dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-

galanya karena dengan memiliki harta, maka berbagai macam kebutuhan 

hidup bisa dipenuhi, semua keinginan yang ada bisa diwujudkan. Hidup 

dengan harta yang berlebih dari apa yang diharapkan, terasa sangat 

menyenangkan.  Memiliki rumah yang banyak ditambah dengan desain, 

isi dan perlengkapan yang mewah. Sudah menjadi tabiat dan kodrat 

manusia bahwa semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak 

(seperti digambarkan dalam QS Ali ‘Imran/3: 14 yaitu sebagai berikut: 



                         

                     

                    

Artinya Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak[dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik.( QS Ali ‘Imran/3: 14 )  

 

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang yang 

termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. Perlu diketahui, apa 

yang dijelaskan dalam QS Ali ‘Imran/3: 14 bahwa harta menjadi ujian 

bagi ummat manusia. Harta menjadi bermakna, seringkali menjadi 

hampa bahkan siksa bagi pemiliknya. Tidak ada manusia yang tidak 

butuh harta dalam hidupnya, berkaitan erat dengan harta. Islam 

memerintahkan manusia untuk mencari harta dengan cara halal dan 

digunakan di jalan yang halal pula. Walaupun Islam memerintahkan 

manusia mencari harta dengan cara halal, namun harta sering 

menimbulkan cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga.  

Uraian di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang 

ditimbulkan terhadap seseorang, semua itu tidak lepas dari tabiat manusia 

semua ingin mendapatkan harta yang banyak seperti digambarkan dalam 

QS Ali ‘Imran/3: 14, karena pengetahun tentang hukum kewarisan tidak 

ada serta semakin dilupakannya tentang hukum kewarisan. Kekhawatiran 



akan dilupakannya tentang hukum kewarisan telah diperingatkan oleh 

Rasulullah SAW.  

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai 

berikut: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al 

Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu 

Al 'Ithaf: telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al 

A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan 

ajarkanlah, karena sesungguhnya ia\ adalah setengah dari ilmu, 

dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali 

dicabut dari umatku 

 

Pembagian warisan sering menimbulkan akibatakibat yang tidak 

jarang menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang 

berkepanjangan, karena secara naluria manusia sangat mencintai harta 

benda yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan 

segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya 

sendiri. 

Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap harta 

kepemilikan seseorang berpindah kepada orang lain ketika meninggal 

dunia adalah melalui proses peralihan kepemilikan dalam bentuk 

warisan, sehingga harta yang ia tinggalkan menjadi harta warisan. 

Namun untuk menghindari terjadinya cekcok dan perselisihan antara 

anggota keluarga yang diakibatkan oleh tabiat manusia ingin 

mendapatkan harta yang banyak dan ketidak tahuan serta makin 

tenggelamnya pengetahuan tentang hukum kewarisan, maka pembagian 

harta warisan semasa pewaris masih hidup tentu memperhatikan 

kemungkinan yang bisa terjadi seperti diuraikan pada uraian di atas.  



Apabila kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan 

antara anggota keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan 

setelah meninggalnya pewaris tidak akan terjadi, atau tidak terjadi 

kemudaratan, maka pembagian harta warisan setelah meninggalnya 

pewaris tetap harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada qaidah 

fiqhiyah yaitu. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan 

hanya sekedar kedaruratannya. 

Berdasarkan pembagian harta warisan yang dilakukan setelah 

meninggalnya pewaris dan tidak ada kekhawatiran akan terjadinya 

cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan 

kemudaratan, maka tetap harus dilaksnakan karena untuk menghindari 

kelima hal yang perlu diperhatikan. Wujud warisan atau harta 

peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud 

warisan menurut hukum adat. Warisan atau harta peninggalan menurut 

Hukum Islam yaitu “Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang 

meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang 

diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala 

hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan 

pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 

Praktik diberbagai lingkungan hukum adat menunjukkan keadaan 

yang berbeda sebab walaupun harta peninggalan pewaris ternyata tidak 

mencukupi untuk  membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-

hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa 



memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya 

didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta 

keyakinan bahwa diharapkan pewarisdapat menghadap Tuhan Yang 

Maha Kuasa dengan tenang tanpa suatu beban yang akan dapat 

memberatkannya.  

Hukum kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti 

kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada 

sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan 

harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah 

orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa 

harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang 

mempunyai harta  masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan 

harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara 

langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah 

meninggalnya.  

Hukum kewarisan Islam menentukan banyaknya yang diterima oleh 

masing-masing ahli waris, ada perbedaan dari ahli waris laki-laki dan 

ahli waris perempuan, sedangkan dalam hukum adat yang dianut oleh di 

Desa Nunggal Rejo yaitu sistem kewarisan yang tidak membeda-bedakan 

antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing 

mendapat harta warisan sesuai kebutuhannya. Hukum kewarisan Islam 

hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat dari 

meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan 



perdata atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk 

dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum perdata 

Barat dengan istilah kewarisan.  

Dengan kenyataan yang demikian itu maka penerimaan dan 

penghayatan penduduk Indonesia terhadap agama dan hukum Islam 

berbeda-beda. Jadi pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia 

yang dilakukan oleh di Desa Nunggal Rejo bisa dikatakana bahwa 

pembagian bukan termasuk warisan melainkan dari orang tua kepada 

ananknya, karena menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya 

kematian, sedangkan dalam penerapan di Desa Nunggal Rejo sebagian 

tidak sesuai dengan proses kewarisan menurut Hukum Islam meskipun 

mereka sudah mengetahui proses tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pembagian waris sebelum meninggal di Desa Nunggalrejo yaitu 

meninggalnya pewaris adalah merupakan syarat mutlak berpindahnya 

harta warisan seseorang kepada ahli warisnya dapat dikatakan 

sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan. Pembagian harta 

warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri 

pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan 

perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan 

kemudaratan. Pembagian harta waris sesudah pewaris meninggal 

dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, 

tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan 

merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris 

meninggal dunia, hal ini tidak bisa dalam hukum waris pada 

umumnya. Pemberian semasa hidup ialah terutama untuk 

mewajibkan para waris untuk membagikan harta dengan cara layak 

menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah perselisihan. 



2.  Analisis tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta 

sebelum pewaris meninggal dunia menurut pandangan hukum Islam 

terhadap pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada 

diri pewaris, dapat diterima apabila ada kekhawatiran akan terjadi 

cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan 

menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu apabila pembagian harta 

warisan haram dilakukan sebelum terjadinya kematian, maka 

kemudaratan yang terjadi di antara para ahli waris karena pembagian 

harta warisan dilakukan sesudah terjadinya kematian, menghilangkan 

keharaman pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal 

dunia. Alasan orang tua di desa Nunggalrejo semasa hidupnya 

mengalihkan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya karena 

merupakan bentuk kasih sayang orang tua dan merupakan bekal 

untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan. Status kepemilikan 

harta yang diberikan pewaris semasa hidupnya sudah menjadi milik 

mutlak ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pewaris. 

B. Saran 

Melalui penelitian ini, Penulis akan mengajukan saran sebagai 

berikut:  

1. Mengingat hukum kewarisan sangat penting sekali untuk 

dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan 

untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam, karena dampak yang terjadi apabila sesama 



anggota keluarga saling berebut warisan itu sangatlah berbahaya. 

Dengan mengetahui ilmu waris mka dapat menciptakan perdamaian 

antara sesama khususnya keluarga. 

2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya 

mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam 

karena Ilmu waris sangatlah penting untuk mencegah masalah-

masalah yang timbul dalam keluarga 

3. Tentunya bagi mereka yang berminatmengkaji pelaksanaan hukum 

Islam dan hukum Adat untuk mampu mendalami berbagai macam 

aspek, termasuk aspek sosial yang merupakan satu kesatuan 

terwujudnya sebuah aturan dalam pelaksanaan hukum secara lebih 

mendalam. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

para pembaca dan peneliti yang sejenis di masa yang akan datang. 
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Gambar: 1. Plang Kampung NUnggal Rejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2  wawancra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3  wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4  wawancara  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 5  Wawancara  
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Gambar: 7 wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 8  kantor Kampung 
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